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ABSTRAIK

Hutan adalah salah satu unsur penyeimbang lingkungan plobal, penyumbang  josa
lingkungan dalam kesaluan ekosistem sehingga dopat memberikan produk air bersih |
| cencegah babaya banjir, longsor dan manfzat lain yung tak ternilai harganya. Hutan
ccepsial bapl pembangunan ckonomi dan pemelibarsan segala bentuk kehidupan,
| Sckarang hutan mengalami berbagai kerusakan diantaranyva kebakaran hutan yang dapat
menvebabkan pencemaran udara baik di daeral sumber kebakaran, negara tempal sumber
cebakaran mavpun negart tetangpa ( franshoundry feze pollution ). ASEAN scbagm
| crpanisusi regional Asia Tengeora telah menpadakan sualy peganjian mengenai asap
| lintas batas yaitu perjanjian Ascan tentang Polusi Asap Lintas batas { Asean Agrecment
| on Transboundry Haze Pollution [ AATHP ) tahun 2002, Namun Indonesia belum
seratifikasi perjanjian tersebut. Padahal kebakaran hutan di dacrah dalam wilayah
donesin telah memperibatkan kondisi  kritis. Salsh sstunya adalah Propinsi Riou,
Dalam bal ini penulis memberikan batasan masalah yaitu bagaimana benluk pencemaran
ccara akibat kebokoran huian di Propinst Riau dan penpatusan — pengaturan tenlang
cobakaran hutan di Propinsi Risu dikeitkan dengan persetujuan ASEAN tentang Polusi
“=ap Lintas Batas { Ascon Agrecsment Transbonndary Haze Poluiion [ AANTHE tahun
. 2002, Dalam penulisan ind, Penulis menggunakan metode vuridis sosiologis dengan
—enputamakan ¢ata primer . Pada dasarnya, praktek pembakaran lahan merspakan salah
<y cara yang digunakan aleh Perkebunan Besar di Riau untuk menaikkan pH tanah
“enoan pertimbangan biaya mumh, serta cocok untuk timaman tahunan seperls SaVIL.
| Tilam hal ini Prakiek tidak mempertimbangkan kerugian yang ditimbuikan. Pada bulan
* ustus 2008 saja , Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam ( BBKSDA ) Prapinsi
220 mencatat hanya dalam wakiu 13 hari (9 - 21 Apustus 2008} ada lekih dard 800 ULk
o= temsebar di 230 perusahaun perkebunan dun FTL, telah menimbulkan kerugian yang
~cun banyak. Diantaranya peninghkatan penderita 1SPA (infeksi saluran pernafasan akut)
ot asap. Sedangkan kendala-kendala dalam peranganan kebakaran hutan di Propinsi
~24 waitu masth Jemahnya penegakan hukum (lenv enforcement), masih belum
—noearkanmya dana pengendalian kebakaran hutan dan lahan  secara lerprogrom,
. ——ahnya aspek kelembagaan penpendalian kebakaran hutan di Propinsi Riau serta masih
——ahnya penpelahuan masyarakat tentang pemadaman kebakaran hotan dan laban serla
- turan-pengaturan tentang kebakaran hutan yang belum seragam. Oleh karena it
suish sepatitnya Indonesin berusaha mepercepat ratifkasi karenn penling untuk
——afast masalah kebukaran hutan di ladoenesia sendin,
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BABI
PENDAHULLUAN

A.Latar Belakang Masalah

Hutan adalah salah sata unsur penyeimbang lingkungan global, penyumbang jasa
lingkunpan dalam kesatvan ckosislem, sehingga dapat memberikan produk air bersib |
penceprah babaya banjir dan longsor dan manfaat lain yang tak termilai harganya, Dengan
demikian hutan adalah esensial bag pembangunan ckonemi dan pemelibaraan segala
bentuk kehidupan'. Dewasa ini, banvak terjadi kerusakan hulan baik secam global
mavpun nusional, Hal ini disebabkan oleb kebakaran hutan, kerusakan laban, (legal
{lopgeing dan lain sebagainya sehingga menyebabkan penurunan fungsi hutan, kerusakan
lngkungan dan beneana asap . Oleh karena itu dibutuhkanlah pengaturan-pengaturan
mengenal lingkungan khususnya hutan baik diater dalam bukum nasional manpun dalam
tukum intemasional. Masalah perlindungan lingkunpan merupakan salab satu masalah
vang mendapat pechatian utama masyarakat internasional semenjak beberapa decade ini
varena menvangkut langsung kelanjutan hidup umat manusia®. Dua persoalan paling
mendesak yang dihadapi masyarakat internasional pada saat int adalah pembangunan dan
~erlindungan serta perbaikan lingkungan manusia dan seperti yang akan tampak, kedua

cersoalan tersebut telah diben priontas dalam kerangka kerja Perhimpunan Bangsa

Catob P, Scemariono, 1995, Fukun f.a'arg.'l‘ngmr Mdfonesin, Sinar Grafika, hal 42
~ Boer mauna, 2003, Mk Intermasional pergeriion, peramnon dan sl delam era dinamika
whal,  PT Alemni, Bandung, hal 296
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Bangsa { PBB ) dan badan- badan internasional lainnva’ Diantara masyarakat
internasional tersebut salah satunya adalah Asosiasi Negara- Negama Asia Tenppara
| Assoctation of Shoutheast Axian Nation { ASEAN .

Assaciation of Shoutheast Asian Neation ([ ASEAN ) adalah salah sstu
orpanisasi multilateral yvang didickan oleh lima negara Asia Tenggara yvaitu Maluysia,
ndonesia, Thailand, Philipinadan Singapura pada tangeal 8 Agustus 1967
Pertimbangan keikutsertaan Indonesia dalam kerjasama regional Asia Tenggara, pertama-
tama adalah untuk mendapatkan kembali kepercayaan vang telab luntur dan keedibilitas
vaniz dglah hancur akibat politik konfrontasi  terhadap Malaysia, kedua barulah
pertimbangan keamanan” .

ASEAN tidak hanva mengadakan kenosama dif bidaneg ckonomi
tetapi jupa  kerjasama  dibidang lain vang menimbulkan perekenomiam vang kual
|strong econaniic performance ), sehinpga timbal akibat negatif bagi lingkungan hidup.
OMeh karena i, ASEAN kemuodian menpadakan kerja sama di bidang lingkungan hidup
vang menghasilkan beberapa kesepakatan, diantaranya dengan  ditandatanpani nya
Deklarast Manila (Manila Declaration) tahun 1981, Deklarasi Banckok {Banghok
Seclaration ) tahun 1984, Resolust Jakarta (Goekartg Sevolution) hun 1987, Resolus
Singapura (Sirgapore Resolution) tahun 1992, Semua persetujuan itu menegaskan dan
memperkuat kerjasama di bidang bencana alam, pencemaran udara dan air hintas batas,

tumpahan minyak, pembuangan limbah berbahaya dan kebakaran hutan.

1.0 Starke, Penganiar Mk fntermeionad Sdlivi Kesepalnl 2, PUT Sinar Grahka, Jakaria, Hal
5 )

~ maid Hamid H, V993, Pendidikan Smu Pengetalecan Sosiel, Depdikbud, Jokasta, el 692

ML Sanin 192, ASEAN Harapan O Kemvataan, Pustaka Sinar Faropan . bal 32
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ASEAN Agreement on Transhoundary Haze Pollution (| AATHP ) tahun 2002,
dan Asean Agreement an the Canservation of Nature and Nawea! Resources | ASEAN
ACNNER ) Tahun 1985 | persetujuan tersebut merupakan kerjasama terkait dengan polusi
udara dan sumber daya alam. Persetujuan tersebut juga mempertegas Konvensi Genews
1979 wvanp dibasilkan setelah penyelengparaan konferenst Steckholm yvailu konvensi
tentang pencemaran udara lintas perbatasan vang berakibat luas ( Convention an Longe-
Renge Travs-Bowndary Air Pallution ) pada tangeal 13 November 1979, dimuna salah
satu is1 pasalnya mewanbkan negaca-negara peserla konvensi untuk berusaha menckan
serendah  mungkin secara berlahap menpurangl dan mencegah pencemaran udam
termasuk pencemaran udoars lintas batas dan masth banyak penpaturan lain yang telah
disepakati aleh Asvociatinn af Southease Asian Negfon { ASEAN ) yang terkait dengan
hngkungran,

Dalam hukvum nasional Tadonesia sendin, penpaturan fentange lingkunpan oo
studih cukop lenpkap dumtarnya 117 Modl inhan 199% feniang Kehutanan, L
NoclR tahen 2004 tentang Perkebnnan, DD No25 tahun 1997 tentimpee Penpelolaan
Lisgkungan Midup, U Nod5 tabun 2004 tentang Perlindungan Heatan, PP No.d tahun
20 tentang Penpendalion Kemizakan dan Pencemarmn Linckuppgan Hidop,  dan afumn
fukum [ninnyn yang denpan tepns melarang pembakaran butan dan pencmisakkon ahan.
Peraturan daernh yang ada di Indonesin pon sudnh hanyak yang menpatur hal ini. mlai
fari perntiman daerah propingd manpun peratiean daesah kabupaten st keta v
tersehar di selurmth wilavah Indonesia

Dalam  kepvataon  tedjadinya kerasakon ot pencemaran linpkunpan

memberikan dampak bukan saja bapi nepara aton daerah vanp merupakon asal keresakan
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atzu pencemaman namam juga hagi negarn atau daerah lain disekitar kejacian. Mal in
dapat terlibat pada masalah pencemaran odara akibat kebakaran, bukan negara asal
kebakaran tersebut  vang moenerima dampaknya tetapl Juga nepara: tetanopa misalnva
kehakaran vang terjmli di Ealimantan dan Sumatern maka dampaknya sampal ke
Singapura, Malaysia dan Philipina”,

Propinst Rian mempunyid Tatan yaong cubap luos tetaps buton-hotan teesebot tidak
dilindungi dcn.;;:‘tri baik. Hal ini dibuktitan  dengan banyaknya kasus kebakaran hotan o
propinst tersehut seperti kasos kebakaran hutan di Kabupaten Rokan Flilie dan Kabupaten
Pelalawan. Kebakaran hutan dr Propinsi Rion ditunjang olch kondisi tanah yang kering:
dan berlahan pambul, sebingpa jika faban pambut tersebut terkena apt baik vang
disenpaja maupun vang tidak disenpaja mengakibatkan terjadinya kebakaran yang akan
menyebar Tuas dacd hutan yang satu kehutan yanpg lain babkan juga dapat meluas ke
pemukiman penduduk sekitar hutan. Oleh karenn nepara Malaysia dan Singapura adalah
nepara vang herdekatan dengan Propins: Rume { Republik Tndonesia ) maka kedoa nepam
tersehut terkena dampak dan asap yang ditimbalkan dan kebakaran kotan i Tndonesia
Lhususnya dan propinsi Rinu, Dampak asep kebakaman htan di Propinsi Rinu techadap
ceduia nepara tetanpgea tersebut diantaranyy memmbnlkan penvakit pemapasan akot dan
TErEANEouNYa Trrjn_l:pnrmﬁi udare di negar itn seperl kasus vange 1::1'_i:1t|i macda tanpeal 29
September 20006 dan tangrral 7 Okaber 2006 lalu.

Sesual  deppan ponsip hoakom mtermasional  dalam hukum Iingl-:ung:-m
sternasional yailie shalfe responsibilitp maka negam Republik Indenesin sehamsnya
~ertanpoung, fawal terhadap dampak Lehakaran butan yang telah meraikan linpkungan

dup di wilayah teritorial negara lain dan individu negara lain. Dalam rangka tangoung

sumrindi, TO000, ek Divpekneeoreny T Tadfniiesio T Sinar Ciralika, hal 110
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jawah nepara Republik Indonesia terhadap pencemaran wdara lindas batas tersebut maka
negara Republik Indonesia hendaknya menindak lanjuti persetuivan yang telah dibuat
oleh ASEAN, vaitu Persetujuan ASEAN tentang Polusi Asap Lintas Batas ( Asean
Agreement on Transboundary Haze Pollution { ANTHP ) tabon 2002 seperti vang tefah
pernah Indonesia lakukan untok menyikapi perkembangan plobal yang mendunia.

Sejak Konvensi Stockholm pada tahun 1972, pemerintah Indonesia 10 tahun
kemudian melahickan Undang-Undang tentang ingkungan hidup yakn Undang-Undang
No. 4 tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengefolaan Lingkungan Hidup’. Oleh karena itu
Indonesia seharusnya juga meralifikasi Persciujuan ASEAN tentang Polusi Asap Lintas
Batus | Asean Agreement on Transhoundary Haze Pollution { AATHR 3 ke dalam sebuah
undang-undang karena Indonesia jupa ikat dalam penandatanpanan Persctojuan ASEAN
entang Polusi Asap Lintas Batas { Asean Agrecment ar Transhoundory Haze Palliion |
AATHP Y 1UJ1E_E.;[| 1O Juni tahun 2002, Pads wakio i, detepas Indonesia diwakali oleb
Liana Bratasida ( Depry Minister for Enviconment Conservation | Stafe Minisiry of
Envirapment ) namun persetijuan tersebut sampai sekarang belum jupa diratifikas oleh
reparn Republik Indonesia. Padabal jika persetujuan ASEAN tentang Polust Asap Linlas
Batas { Asean Agreement on Transhowndary Haze Pallntiont AATHP ) tahun 2002 felah
fimtifikasi aleh Indonesia dalam schoah Tindanp-undangy maka juea dapat diteraphan
dalam permuran daerah karena negara Tndonesia terdin dari beberapa wilayah otonam
vanp herhak membust permturan-peraturan daerah vang menvangkut kehutanan dan
Sngkunpan hidup sepanpang tidak bertentangan denpan Tindanp-Tindang vang lebh

fneei sehingea dapat mcngurnng{_i dampnk kehokoran hotan bk bapi negar Ru[‘:uhlik

Stswanto Sumarso, Fekien Pidaner Dinsbamgene Teclors Derm Sivenergsd Fr'.r.'_|'.".".'-"-'.r.'.‘r.-rr Koneketa, PT
Zimeka Cipta, hal vi
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Indonesia khususnya Propinst Rian mavupun bagi negara lam. Pengaturan-pengaturan
vang lengkap tentang lingkungan hendaknya dilengkapi dengan pengelalaan lingkunszan
envivavimental management)  yang baik | Pengelolaan lingkungan tersebut hukanlah
tugas pemenntab saja, sebab sumber penyebabnya datang dari berbagai kegintan manusia
naik besar maupun keeil®, Dalam hal lingkungan dalam ruang, lingkup kehotanan, pada
prnsipiyva vang berlangeung jawab dalam perdindunpan hutan adalah  instansi di doerah
tngkat T yang meliputi @ Kantor Wilayah Departemen Kehutanan, Thinas Kchutanan, unit
Perum Perhutani dan unit pelaksana teknis di lingkungan Deparemen Kchutanan, namun
femikian tidak menutup kemungkinan terhadap pihak lain seperti pemepgang ixin Hak
“engusahaan Hutan (HIPEL) ataw Hak Penpusahaan Hutan Tanaman Industei (LIPETTT)
w2ng bertanggung jawab atas perlindungan hutan i areal hak penpusahaan hutannva
masing-masing.”

Oleh karena itu penulis tertarik  untuk membahas dan menpkaji 1entang
sencemaran udara akibat kehakaran hutan di Propinsi Riau dalam perspektif” Persetujuan
“SEAN tentang Polusi Asap Lintas Batas { dsean dgrecwment on Tronshoundory Haze
Sollution [ AATHP ) tahun 2002 dalam bentuk skripsi vang berjudul “Tinjauan Yuridis
Derhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan T4 Propinsi Riau dikaitkan

Zengan Persefujuan ASEAN tentang Polusi Asap Lintas Batas {(AATHP) Tahun

2002 *

B Perumusan Masalak

Tand Silalahi, 1995, M Linglungan Dalmn Siseens Hrbaon Dinebmems 9

sesia, Mandar Maju Basdung, lal 4o
salim, HUS, 2000, Davgr-Dasar Hudome RKeladonen, Boficd Revic, 107 Sinar Cieafika, hal 120



BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

AL Kesimpulan

|, Penyebab  kebakaran  hotan «fi Propinsi Risu  erat  kaitannva  dengan
pemabangunan industri saswit, dimana pemeriniall memberikan peluang kepada
penpusaha sawit dan Hutan Tanasan Tndustr ( HTT Y dan memberikan insentif
lzin Pemanfaatan kayu { IPK )} kepada pengussha perkebunan dan dana
reboisasi kepada pengusaba Hutan Tanaman Industri { HTE ) ditambah dengan
kebutuhan dunia akan minyak sowit meningkat sehingpa pengusaba dan
pemerintah docrah memperluas peckebunan sawit. Pada akhirnva merusak
tutupan  hutan alam Rimu menjadi hanyva tersisa 783 ribu heltar pada April
2007, Memperluas laban dengan cara membakar bertujuan agar kerjanya lebil
ccpat. hemat biaya, serta untuk menpgambil alib tnalh masyarakat. Inilah
wesalahan dari pengelolazn yang salab di Propinsi Rian, Pada bulan Agustus
2008, BBKSDA ( Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam ) Propinsi Riau
mencatal hanya dalam waktu 13 hari ( 9 < 21T Apustus 20087 ada lebib 800 Gk
api { kol spolt ) yvang lerschar di 230 peruszhaon perkebunan dan Hutan
Tonaman Industes { HTT ). Pencemaran udara akibat kebkaran hotan di propinsi
Riau memberikan dampak terhadap Negara fetangga (Malaysia dan Singapura 3,
Propinsi Rian menjadi  salah satu penyumbang terfadinya pemanasan global,
dimana material kavu dan serasah yang terbakar menghasilkan pas —eas rumah
kaca sedangkan terbadap Nepara tetangps asap dari kebakaran tersebul dopat

menggange tansportast udara baik darat | wdara, dan laut ditambaly dengan

58



terganppunya Kesehalan warganegara kedua Negara tersebut. Pencemaran wdara
akibat kelbakaran hoton oi Propinsi Risu memenuhi unsurinsur tersebut,
dimana asap yang ditimbulkan akibat kebakarn di Propinsi itu sampai ke Negara
Malaysia dan Singapura sehingea merugikan kedun Megara . Mepara Malaysia
dan Singapura bisa saja mengajukan gugalon sceara resmi lewat jalur yuridis.
{leh karena itu diadakanlah perundingan — perondingun yong menghasilkan
suatn kesepakatan tentang perjanjian ASEAN tentang asap intas hatas {Asean
Agreement on Transhoundary Haze Polfwiion § AATHP ) tahun 2002, Kondisi
xebakaran hutan di Propinsi Riauw yvang  semakin memburuk ilu, saneac
membutulikan suatu cara usivk mengatasinys yaitu mulai memperbaiki aspek
penvegaban,  aspek  pemantavan, sampm aspek  penanpgulangan  yang
kesemuanya  ferdapal dulom Asean Agreement on Trarsboundary  foze
FPolluiion { AATHP ) tahuan 2002, Salah satu kensekuensi dard berlakunya Asean
Agreement on Traeshoundary flaze Pollition adalah dibentuknya Asean
Coordinnting Ceatre { ACC ) for Transhowndary hoze Pollution Cortral yang
akon menjalankan funsi koordinasi mufai dad 1ohap pencegaban.pemantasan
dan penangeulangan  serln mitigasi  kebakaran lahan dan hutan  yang
menimbulkan pencernaran kabur asap werbadap udor,

Pepgaturan — pengaturan yang berlaku di Indonesia sudah cukup lengkap dan ila
berlaku juga di Propinsi Riou. Beberapa peraturan  Perundang-Undangan
tersebut, ada vang mendukung Perselmjuan ASEAN lenfang asap hintas batas
dan ado vang malah bertentangan deogan ujuan persetujuan ASEAN .

Peraturan  Perundang-undangan itu memperbolehkan pembakaran butan dan

34



X

lahan. Indonesia harus mempunyai pedoman yang lebih baik schinpga dapat
menyempurnakan dan menyamakan aturan-aturam mengenai kebakaran hutan
dan lahan di Indonesia diantaranya Persctujuan ASEAN tentang asap lintas

batas { dsean Agreement on Transhoundary Haze Pallution { AATHP ) tahun

Saran

L Agar Negara Indonesia membenahi Kembali, semua yang berbubungzan dengan
Relanjutan fungsi hutan dan system lingkungan baik dari sepi pencepahan, MR
dari segi peragpulangan dan pemantauan sehingga hutan di Indonesia dapal lerjaga
ilan hutan dapat berfunsi dengan baik

~ Agar Negarma Indenesia dapat melihal sisi buruk dad negaranva, agar dapat
memperbaiki dici antuk tujuan dan arah yang lebih baik dengan melihat apkr yang
werjadi di salah satu Propinsi nya yaite Propinsi Riaw..

= Apgar Negara Indonesia dapat memantan kegiatan warga Megara nya apar idak

menpeanggu ketenangan dan ketenlroman Meparn lain karena sesund aess  Stode

Sensponsibiffity dimana kesalohan dari warga Nepara nyva, merupakan kesalahan

Zam Megara terseb,

Apar Negara Indonesia secepatnya meratifikasi Pedjanjian ASEAN fentang Asap

mias Hatas | Ascan Agreement on Transhoundary Haze Pallution/ AATHP ) tahun

02 karena spngal membantu Indonesia dalam mengeulangi masalah kebakaran

SeRdlE.
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